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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengimplementasian kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
serta meninjau fenomena tersebut melalui perspektif Figh Siyasah.
Disiplin aparatur pemerintah merupakan pilar utama dalam
menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) demi tercapainya kemaslahatan publik (maslahah
ammah).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat,
Sekretaris Kecamatan, serta staf pegawai negeri sipil di lingkungan
Kantor Kecamatan Kalianda, sedangkan data sekunder dikumpulkan
melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan
literatur figh siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1
ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 tentang kesanggupan menaati
kewajiban dan menghindari larangan, khususnya terkait pematuhan
jam Kkerja, telah diupayakan secara maksimal olen Camat selaku
pimpinan institusi melalui pengawasan melekat, penerapan sanksi
administratif, dan pembinaan berkala. Namun, di lapangan masih
ditemukan hambatan berupa fluktuasi kedisiplinan oknum pegawai
dan kendala teknis operasional. Dalam perspektif Figh Siyasah,
pengimplementasian regulasi kedisiplinan ini berkolerasi erat dengan
konsep Siyasah Dusturiyyah (politik perundang-undangan) dan
Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang), di mana
penegakan amanah oleh ulil amri wajib ditaati oleh bawahan demi
menegakkan sistem administrasi negara yang bersih, bertanggung
jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci : Figh Siyasah, Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021, Siyasah Tanfidziyyah.



ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Civil
Servants' (PNS) discipline based on Article 1 Paragraph (4) of
Government Regulation Number 94 of 2021 at the Kalianda District
Office, South Lampung Regency, and to review this phenomenon
through the perspective of Figh Siyasah. The discipline of government
apparatuses is a primary pillar in organizing good governance to
achieve public interest (maslahah ammah).

The research method used is descriptive qualitative with a field
research approach. Primary data were obtained through in-depth
interviews with the District Head (Camat), District Secretary, and
civil servant staff within the Kalianda District Office, while secondary
data were collected through documentary studies of statutory
regulations and figh siyasah literature. The results indicate that the
implementation of Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation
No. 94 of 2021 regarding the commitment to comply with obligations
and avoid prohibitions—specifically related to working hours
compliance—has been maximally pursued by the District Head as the
institutional leader through inherent supervision, implementation of
administrative sanctions, and regular coaching.

However, obstacles such as fluctuations in the discipline of
certain personnel and technical operational challenges are still found
in the field. In the perspective of Figh Siyasah, the implementation of
this disciplinary regulation is closely correlated with the concepts of
Siyasah  Dusturiyyah  (constitutional politics) and Siyasah
Tanfidziyyah  (executive/administrative  politics), where the
enforcement of mandate (amanah) by the authorities (ulil amri) must
be obeyed by subordinates to establish a state administration system
that is clean, accountable, and oriented toward the welfare of the
community (ummah).

Keywords: Figh Siyasah, Civil Servant Discipline, Government
Regulation Number 94 of 2021, Siyasah Tanfidziyyah.
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TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94
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Desta Ayu Lestari,1 Hervin Yoki Pradikta,2 Liky Faizal3
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Likyfaizal@gmail.com.

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar ‘iyyah),
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pasal 1 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta meninjau fenomena
tersebut melalui perspektif Figh Siyasah. Disiplin aparatur pemerintah
merupakan pilar utama dalam menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) demi tercapainya
kemaslahatan  publik  (maslahah ammah). Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi
lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan Camat, Sekretaris Kecamatan, serta staf pegawai
negeri sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda, sedangkan data
sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-
undangan dan literatur figh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 tentang
kesanggupan menaati kewajiban dan menghindari larangan, khususnya
terkait pematuhan jam Kkerja, telah diupayakan secara maksimal oleh
Camat selaku pimpinan institusi melalui pengawasan melekat,
penerapan sanksi administratif, dan pembinaan berkala. Namun, di
lapangan masih ditemukan hambatan berupa fluktuasi kedisiplinan
oknum pegawai dan kendala teknis operasional. Dalam perspektif Figh
Siyasah, pengimplementasian regulasi kedisiplinan ini berkolerasi erat
dengan konsep Siyasah Dusturiyyah (politik perundang-undangan) dan
Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang), di mana
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penegakan amanah oleh ulil amri wajib ditaati oleh bawahan demi
menegakkan sistem administrasi negara yang bersih, bertanggung
jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Keywords:  Figh Siyasah, Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021, SiyasahTanfidziyyah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Civil Servant (PNS)
discipline based on Article 1 Paragraph (4) of Government
Regulation Number 94 of 2021 at the Kalianda Sub-district Office,
South Lampung Regency, and to review this phenomenon through the
perspective of Figh Siyasah. The discipline of government
apparatuses is a main pillar in organizing good governance to
achieve public benefit (maslahah ammah). The research method used
is a descriptive qualitative method with a field research approach.
Primary data were obtained through in-depth interviews with the Sub-
district Head (Camat), the Sub-district Secretary, and civil servant
staff within the Kalianda Sub- district Office, while secondary data
were collected through document studies of statutory regulations and
figh siyasah literature. The results showed that the implementation of
Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation No. 94 of 2021
concerning the willingness to obey obligations and avoid prohibitions,
especially regarding compliance with working hours, has been
maximally pursued by the Camat as the institutional leader through
close supervision, implementation of administrative sanctions, and
periodic guidance. However, in the field, obstacles are still found in
the form of fluctuations in the discipline of certain employees and
technical operational obstacles. In the perspective of Figh Siyasah,
the implementation of this disciplinary regulation is closely correlated
with the concepts of Siyasah Dusturiyyah (constitutional politics) and
Siyasah Tanfidziyyah (executive politics), where the enforcement of
mandate (amanah) by ulil amri must be obeyed by subordinates to
establish a clean, accountable state administration system oriented
towards the benefit of the community.

Keywords: Figh Siyasah, Civil Servant Discipline, Government
Regulation Number 94 of 2021, Siyasah Tanfidziyyah.



PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini secara integratif
disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati
kedudukan yang sangat strategis sebagai tulang punggung dan
tumpuan utama dalam penyelenggaraan roda pemerintahan negara.
Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program kerja pemerintah
dari tingkat pusat hingga tingkat daerah atau kewilayahan terkecil
seperti kecamatan, sangat bergantung pada performansi, dedikasi,
serta profesionalisme para aparatur yang menjalankannya. Untuk
merealisasikan cita-cita luhur berupa tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) serta demi terwujudnya pelayanan
publik yang prima dan berkeadilan, diperlukan modalitas utama
berupa sumber daya aparatur negara yang memiliki kompetensi
komprehensif, bermoral tinggi, bermental melayani, serta memiliki
tingkat kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan aparatur sipil adalah
variabel penentu utama (key success factor) dalam menjamin
keteraturan sistem birokrasi, sehingga tujuan kelembagaan dapat
dicapai

secara efektif dan efisien. Tanpa adanya penegakan disiplin
kerja yang kokoh, instansi pemerintahan akan mengalami stagnasi
fungsi operasional pelayanan, yang pada gilirannya akan
merugikan hak-hak konstitusional publik. Pemerintah Republik
Indonesia secara formal telah memperbarui regulasi normatif
mengenai mekanisme manajemen pengawasan pegawai dengan
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin  Pegawai Negeri Sipil. Kehadiran regulasi ini
dimaksudkan sebagai instrumen yuridis integratif guna
menertibkan, membina, sekaligus melindungi martabat aparatur
sipil  dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara
bertanggung jawab. Dalam Pasal

1 ayat (4) peraturan tersebut, dirumuskan batasan yuridis
definitif bahwa Disiplin PNS merupakan kesanggupan dari setiap
Pegawai Negeri Sipil untuk secara sadar menaati segala bentuk
kewajiban serta menjauhi dan menghindari seluruh larangan yang
telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu
dimensi krusial dari pemenuhan aspek kewajiban substantif ini
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diatur di dalam Pasal 4 ayat (6) yang mewajibkan seluruh PNS
untuk masuk kerja sesuai jadwal serta mematuhi seluruh
ketentuan jam Kkerja yang berlaku di instansinya masing-
masing. Pelanggaran terhadap kepatuhan atas pemanfaatan waktu
kerja ini dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin kedinasan
yang dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif formal
oleh pejabat berwenang secara berjenjang.

Dalam struktur administrasi kewilayahan daerah di
Indonesia, Kantor Kecamatan merupakan instansi lini terdepan
yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pemenuhan
pelayanan  administratif, ~pembangunan, dan pembinaan
ketenteraman publik. Di tingkat lembaga lokal ini, Camat
bertindak sebagai pemimpin tertinggi institusi sekaligus berperan
selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM).
Berdasarkan amanat normatif Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 94
Tahun 2021, Camat diberikan kewenangan penuh serta tanggung
jawab yuridis kedinasan untuk melakukan pengawasan berkala,
melakukan pembinaan internal, serta berhak menjatuhkan jenis
hukuman disiplin kepada aparatur bawahan yang terbukti
melakukan tindakan wanprestasi terhadap kewajiban disiplin kerja.
Oleh sebab itu, efektivitas operasional penegakan hukum tata
negara di tingkat birokrasi paling mendasar ini bertumpu pada
kompetensi kepemimpinan kepatuhan manajerial yang dijalankan
secara konsisten oleh Camat.

Namun demikian, realitas empiris di lapangan seringkali
menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif (das
sollen) dan fakta sosiologis praktis (das sein). Berdasarkan hasil
pra-penelitian dan pengamatan sosiologis awal pada Kantor
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, implementasi
regulasi kedisiplinan PNS masih dihadapkan pada fluktuasi kinerja
moralistik. Masih ditemukan adanya oknum pegawai negeri sipil
yang menunjukkan gejala ketidakdisiplinan kerja, seperti
keterlambatan masuk kantor pada pagi hari, meninggalkan ruangan
kerja tanpa izin tertulis pada jam-jam dinas operasional berjalan,
serta kepulangan mendahului waktu normatif yang ditentukan.
Gejala indisipliner ini jika dibiarkan tanpa tindakan.
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Korektif akan menurunkan indeks kepuasan publik terhadap
kinerja birokrasi pemerintahan daerah. Menariknya, di dalam
sistem nilai masyarakat Indonesia, hukum nasional tidak berdiri
sendiri melainkan bertumpu pula pada kesadaran moral
keagamaan. Dalam doktrin hukum Islam (Figh), masalah
penegakan kedisiplinan dan pemenuhan etika kerja diposisikan
sebagai pemenuhan akad amanah profetik yang wajib
dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pimpinan institusi
melainkan secara vertikal transendental kepada Allah SWT.
Mengabaikan tanggung jawab jabatan dan memanipulasi jam kerja
formal sama artinya dengan melakukan pengkhianatan terhadap
kepercayaan publik dan melanggar prinsip-prinsip syariat.
Sebagaimana diperintahkan-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal
ayat 27, orang-orang beriman dilarang keras mengkhianati amanat
yang dipercayakan kepada mereka dalam keadaan sadar dan
mengetahui. Kajian mengenai dinamika regulasi kenegaraan
dengan mengintegrasikannya bersama nilai spiritualitas syariat ini
dikaji dalam cabang ilmu Hukum Islam yang disebut Figh Siyasah.
Figh Siyasah memandang pengelolaan urusan administrasi
pemerintahan (siyasah idariyyah) dan penegakan hukum (siyasah
tanfidziyyah) harus bermuara pada pencapaian kemaslahatan umat
manusia (maslahah ammah). Atas dasar tersebut, penelitian
mendalam berbentuk artikel ilmiah ini penting dilakukan guna
membedah implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021
tentang Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan serta menganalisisnya secara komprehensif dari
sudut pandang teoritis Figh Siyasah.

. METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan analisis ilmiah yang akurat,
metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,
artikel riset ini disusun dengan menggunakan metodologi
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti
berupaya mengeksplorasi, menjabarkan, serta menguraikan
dinamika perilaku sosial berupa pematuhan atau pelanggaran
kedisiplinan  pegawai secara naratif konseptual, tanpa
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menggunakan kalkulasi statistik matematis kuantitatif. Jenis
penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field
research), di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan
cara mendatangi secara langsung lokasi objek yang diteliti, yaitu
Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, untuk
mengamati fenomena sosiologis birokrasi dalam keadaan yang
sebenarnya secara alamiah (naturalistic setting).

Sifat penelitian yang diadopsi dalam naskah ilmiah ini
adalah deskriptif analitis. Melalui sifat deskriptif ini, peneliti
memaparkan secara menyeluruh gambaran utuh mengenai realitas
pengimplementasian Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 di
lokasi riset, mencakup kebijakan pimpinan, perilaku kehadiran
pegawai, absensi, serta problematika manajerial yang
melingkupinya. Setelah data deskriptif tersebut terhimpun
secara utuh, peneliti kemudian

menerapkan pisau analisis konseptual yuridis-normatif dan
teoretis normatif Islam (Figh Siyasah) untuk menarik kesimpulan
yang mendalam mengenai kesesuaian nilai kepatuhan birokrasi
lokal tersebut dengan kaidah syariat Islam.

Sumber data dalam kajian ilmiah ini dikelompokkan menjadi
dua klasifikasi utama:

1. Data Primer: Merupakan data autentik yang diperoleh
secara langsung dari sumber pertama di lapangan tanpa
melalui perantara. Data primer ini didapatkan melalui
teknik wawancara mendalam (in-depth interview) secara
tatap muka langsung menggunakan pedoman wawancara
terstruktur kepada para informan kunci (key informants) di
Kantor Kecamatan Kalianda. Informan tersebut berjumlah
10 orang aparatur sipil negara, yang mencakup Camat
selaku pimpinan tertinggi wilayah, Sekretaris Kecamatan
selaku koordinator administrasi kepegawaian internal,
serta para Kepala Seksi dan staf pelaksana Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan kantor tersebut.

2. Data Sekunder: Merupakan data pendukung yang
berfungsi melengkapi, memperkuat, serta memperkaya
perspektif analisis teoretis peneliti. Data sekunder
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dihimpun melalui studi pustaka (library research) dan
dokumentasi instansi, yang meliputi dokumen hukum
formal seperti naskah UUD 1945, lembaran Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, buku-buku literatur
otentik mengenai Figh Siyasah Syar'iyyah, jurnal-jurnal
ilmiah nasional maupun internasional bertema hukum
tatanegara dan administrasi publik Islam, serta rekapitulasi
data absensi bulanan milik pegawai Kantor Kecamatan
Kalianda.

Prosedur pemilihan sampel data di lapangan dikendalikan
melalui metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan
peneliti agar data yang digali memiliki kadar validitas tinggi.
Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah aparatur yang memiliki
status kepegawaian formal sebagai PNS aktif dan bertugas di
Kantor Kecamatan Kalianda yang secara hierarki administratif
tunduk langsung di bawah pengawasan Camat Kalianda selaku
PYBM.

Seluruh data kualitatif yang telah dikumpulkan melalui
metode wawancara, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi
kemudian diolah secara sistematis melalui tiga tahapan manajemen
data:

1. Pemeriksaan Data (Editing): Langkah awal berupa
peninjauan ulang terhadap seluruh catatan lapangan, draf
wawancara, dan salinan dokumen untuk memastikan
tingkat kelengkapan jawaban, keterbacaan redaksional
teks, kejelasan makna informan, serta kesesuaian data dari
aspek sinkronisasi jawaban antar-informan.

2. Klasifikasi Data (Classifying): Tahap reduksi data di
mana peneliti melakukan pengelompokan data yang
berserakan ke dalam matriks tema atau kategori tertentu
sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, guna
memudahkan pemetaan jawaban penelitian.

3. Sistematika Data (Systematizing): Tahap akhir di mana
data yang telah diklasifikasikan
disusun kembali secara naratif ekspositoris ke dalam draf
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sistematika pembahasan artikel ilmiah yang utuh, runut,
logis, dan saling berpaut antar-paragraf sesuai dengan
kerangka teoretis yang dibangun.

I11. PEMBAHASAN

A.

Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda
Berdasarkan kompilasi data empiris yang diperoleh melalui
wawancara mendalam dan peninjauan berkas internal pada
Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan,
pengimplementasian Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 telah diupayakan pelaksanaannya
secara serius, terencana, dan maksimal oleh pihak
manajemen institusi. Camat selaku pimpinan birokrasi di
wilayah Kecamatan Kalianda telah memanifestasikan fungsi
manajerialnya  sebagai  Pejabat yang  Berwenang
Menghukum guna menegakkan esensi dari regulasi disiplin
tersebut, yaitu menciptakan kesanggupan dari para PNS
bawahannya dalam mematuhi seluruh kewajiban negara
serta menjauhkan diri dari segala bentuk larangan kedinasan.
Keseriusan implementasi ini diwujudkan melalui tiga pilar
strategi penegakan disiplin yang dijalankan secara simultan
di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda:
1. Pengawasan Melekat (Waskat) secara Konsisten
Camat Kalianda dibantu oleh Sekretaris Kecamatan
menjalankan pengawasan melekat secara harian dengan
mengontrol langsung kehadiran fisik pegawai melalui
instrumen absensi manual serta pemantauan visual di
setiap ruangan Kkerja pada jam-jam pelayanan
operasional.  Pengawasan ini  ditujukan  untuk
meminimalkan adanya fenomena "meja kosong" saat
masyarakat membutuhkan pelayanan administratif
seperti kepengurusan kartu identitas, perizinan lokal,
maupun koordinasi kewilayahan.



2. Pembinaan Aparatur secara Berkala

Tindakan preventif diutamakan oleh pihak manajemen

Kecamatan Kalianda melalui penyelenggaraan apel pagi

rutin, rapat koordinasi bulanan, serta pengarahan

personal (coaching). Dalam forum-forum resmi
tersebut, Camat senantiasa memberikan penegasan
moral mengenai pentingnya menaati jam kerja, menjaga
integritas korps, serta mengingatkan kembali bahwa hak
berupa gaji dan tunjangan Kkinerja yang diterima oleh

PNS berkonsekuensi logis pada pemenuhan kewajiban

waktu pelayanan secara penuh kepada masyarakat

selaku pembayar pajak.
3. Penerapan Sanksi Administratif Korektif

Sebagai bentuk ketegasan dalam mengimplementasikan

PP No. 94 Tahun 2021, Camat Kalianda telah

mempraktikkan fungsi penegakan hukum disiplin secara

proporsional. Terhadap aparatur atau staf PNS yang
terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan berupa
keterlambatan masuk kantor tanpa alasan kedinasan
yang sah secara berulang atau meninggalkan tugas
sebelum jam kerja berakhir, pimpinan mengambil
langkah peneguran lisan secara langsung, peneguran
tertulis, hingga pemotongan nilai capaian Kinerja
tahunan yang berdampak langsung pada pengurangan
tunjangan penghasilan pegawai. Penerapan sanksi ini
dinilai sangat krusial guna melahirkan efek jera

(deterrent effect) bagi oknum pelanggarnya serta

menjadi pembelajaran moral bagi pegawai lainnya agar

senantiasa bersikap disiplin.

Kendati langkah-langkah penegakan kedisiplinan
tersebut telah disusun dan dilaksanakan dengan optimal oleh
pihak pimpinan, namun data riset di lapangan
mengonfirmasi bahwa jalannya implementasi regulasi ini
tidak luput dari keberadaan berbagai dinamika hambatan.
Peneliti mengklasifikasikan faktor penghambat efektivitas
implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 di
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Kantor Kecamatan Kalianda ke dalam dua faktor utama:

Kategori Faktor

Uraian Dinamika Hambatan di
Lapangan

Faktor Internal
(Mentalitas
Oknum Pegawai)

Adanya fluktuasi kesadaran personal
dan moralitas kerja pada diri
sebagian oknum PNS. Terdapat
persepsi  keliru dari  sebagian
pegawai yang menganggap bahwa
pelanggaran minor terkait jam kerja
(seperti terlambat 15-30 menit)
sebagai suatu kelumrahan sosial
budaya kerja, sehingga mengabaikan
esensi yuridis formalitas aturan jam
kerja. Kesadaran untuk melayani
secara totalitas belum sepenuhnya
terinternalisasi  dalam  sanubari
individu aparatur.

Faktor Eksternal
& Teknis
Operasional

Hambatan geografis berupa jarak
tempuh tempat tinggal sebagian
pegawai yang relatif jauh dari
Kantor Kecamatan Kalianda,
kedaruratan urusan keluarga inti,
serta beban tugas luar kedinasan
yang mendadak tanpa koordinasi
tertulis yang rapi dari awal. Selain
itu, keterbatasan instrumen
pengawasan digital terintegrasi yang
mampu melacak pergerakan real-
time pegawai menyebabkan celah
indisipliner masih terbuka pada
waktu tertentu.
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Adanya faktor-faktor penghambat tersebut berakibat pada
belum tercapainya tingkat kedisiplinan pegawai secara mutlak
100% konsisten di Kantor Kecamatan Kalianda. Fluktuasi
kepatuhan jam kerja ini berimplikasi langsung pada ritme
efisiensi kerja internal birokrasi, sehingga memerlukan upaya
evaluasi penegakan regulasi yang berbasis pada pendekatan
hukum positif sekaligus penanaman nilai-nilai moralitas
keagamaan secara persuasif.

B. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda

Dalam tinjauan hukum Islam, diskursus mengenai
pengelolaan tata kelola negara, penataan hukum birokrasi
administrasi, serta tata laksana hubungan kepemimpinan
kedinasan berada dalam ruang lingkup keilmuan Figh Siyasah.
Figh Siyasah mendefinisikan dirinya sebagai doktrin yuridis-
siyasah yang berfokus pada pengaturan dan pengurusan maslahat
kehidupan manusia dalam berserikat dan bernegara demi
tercapainya keadilan sosial dan kebahagiaan universal yang
selaras dengan spirit dasar syariat Islam (magashid asy-syari'ah).
Berdasarkan pembagian struktural teori politik Islam yang
dirumuskan oleh para fukaha terkemuka, analisis terhadap
implementasi disiplin kerja aparatur sipil negara di Kantor
Kecamatan Kalianda ini secara spesifik dapat dibedah dan
dinalisis menggunakan dua pisau teori, Vyaitu Siyasah
Dusturiyyah dan Siyasah Tanfidziyyah.

1. Analisis Berdasarkan Perspektif Teori  Siyasah
Dusturiyyah
Teori Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari Figh
Siyasah yang mengkaji masalah politik perundang-undangan
negara, mekanisme perumusan konstitusi, peletakan asas
hukum nasional, pembagian struktur kekuasaan negara, serta
jaminan hubungan timbal balik yang adil antara pihak
pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan warga negara atau
aparat bawahannya. Di dalam kerangka teoretis Siyasah
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Dusturiyyah, pembentukan sebuah regulasi hukum positif
oleh pemerintah merupakan tindakan ijtihad politik yang sah
dan mengikat (siyasah syar'iyyah) sepanjang produk hukum
tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan
publik dan mencegah terjadinya kerusakan sistem sosial (jalb
al-mashalih wa dar'u al-mafasid).

Bila ditarik ke dalam objek kajian penelitian, eksistensi
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil diposisikan sebagai bentuk perwujudan
konkret dari implementasi Siyasah Dusturiyyah yang bernilai
maslahat mutlak. Aturan hukum tertulis mengenai kewajiban
PNS untuk bersikap disiplin, menaati jam kerja, serta
mematuhi larangan kedinasan dibentuk dengan tujuan utama
untuk menertibkan ekosistem birokrasi administrasi publik
negara Indonesia. Hukum Islam memandang penataan
regulasi kepegawaian ini sangat penting karena tanpa adanya
aturan disiplin yang membatasi hak dan kewajiban aparatur,
maka

urusan-urusan pelayanan dasar masyarakat luas akan
terbengkalai. Terbengkalainya urusan pelayanan publik
merupakan bentuk kerusakan sosial (mafsadah) yang
dilarang dalam syariat. Oleh sebab itu, Pasal 1 ayat (4) PP
No. 94 Tahun 2021 dari kacamata Siyasah Dusturiyyah telah
memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang syar'i karena
substansinya  berorientasi  penuh  pada  pencapaian
kemaslahatan umat (maslahah ammah) serta sejalan dengan
nilai luhur keadilan Islam.

Analisis  Berdasarkan  Perspektif Teori  Siyasah
Tanfidziyyah

Teori Siyasah Tanfidziyyah berfokus pada kajian politik
pelaksanaan perundang-undangan, yaitu bagaimana sebuah
produk hukum atau regulasi yang telah dirumuskan
dipraktikkan, dieksekusi, dan diaktualisasikan dalam
kehidupan nyata oleh pemegang otoritas eksekutif (al-
sulthah al-tanfidziyah). Pelaksana tertinggi dari kekuasaan
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eksekusi ini di tingkat wilayah administrasi lokal diwakili
oleh figur pimpinan, yang dalam hal ini adalah Camat
Kalianda sebagai representasi dari ulil amri (pemegang
otoritas kekuasaan resmi).

Melalui kacamata Siyasah Tanfidziyyah, tindakan nyata
yang dijalankan oleh Camat Kalianda berupa pelaksanaan
pengawasan melekat harian, pemberian motivasi keagamaan,
serta ketegasan menjatuhkan sanksi administratif korektif
terhadap oknum pegawai yang indisipliner, dinilai telah
sepenuhnya selaras dengan kewajiban syar'i seorang
pimpinan. Dalam kepemimpinan Islam, seorang pimpinan
memikul tanggung jawab moral keagamaan untuk
menegakkan keadilan, memastikan efisiensi kerja berjalan di
lingkungannya, serta berkewajiban melakukan pembinaan
moralitas kepada bawahannya agar terhindar dari perilaku
lalai. Tindakan Camat menerapkan pemotongan tunjangan
atau teguran tertulis merupakan bentuk penegakan prinsip
amar ma'ruf nahi munkar di tingkat birokrasi, guna menjaga
agar amanah jabatan publik yang dipegang oleh instansi
kecamatan tidak dinodai oleh perilaku malas oknum
aparatur.

Sebaliknya, dari posisi pegawai negeri sipil selaku
bawahan, Figh Siyasah menekankan adanya kewajiban
teologis untuk menaati (at-ta‘ah) seluruh instruksi formal,
aturan jam kerja, dan regulasi kedinasan yang dikeluarkan
oleh pimpinan atau pemerintah, sepanjang aturan tersebut
berada dalam koridor kebaikan dan tidak memerintahkan
pada kemaksiatan. Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kecamatan Kalianda telah mengikatkan diri dalam kontrak
kerja kedinasan (akad) bersama negara, di mana mereka
menerima kompensasi berupa gaji harian maupun bulanan
yang bersumber dari keuangan negara. Secara syariat,
penerimaan gaji tersebut melahirkan konsekuensi hukum
berupa kewajiban menyerahkan seluruh waktu, tenaga, dan
keahliannya sesuai jam kerja formal yang disepakati untuk
melayani masyarakat.
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Apabila seorang oknum PNS melakukan tindakan
indisipliner berupa korupsi waktu kerja, datang terlambat
tanpa alasan darurat, atau pulang mendahului waktu tanpa
izin pimpinan, maka tindakan tersebut di dalam
pandangan Siyasah Tanfidziyyah dikategorikan sebagai

tindakan pelanggaran akad jabatan, mencoreng nilai
amanah, serta bentuk khianat terhadap kepercayaan publik
yang bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Al-
Qur'an. Kedisiplinan aparatur sipil adalah kewajiban agama
yang bersifat melekat (iltizam), di mana kepatuhan terhadap
aturan jam kerja di dunia akan berimplikasi pada keabsahan
rezeki yang dibawa pulang untuk keluarga serta menjadi
catatan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di
akhirat kelak. Oleh sebab itu, penguatan implementasi PP
No. 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kalianda harus
terus disokong melalui pendekatan spritualistik Islam agar
kedisiplinan yang lahir bukan karena rasa takut kepada sanksi
pimpinan semata, melainkan bersumber dari ketakwaan
individu di hadapan Sang Pencipta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis teoretis, paparan data

lapangan, serta pembahasan konseptual yang telah diuraikan
pada bagian-bagian sebelumnya mengenai tinjauan figh siyasah
terhadap implementasi disiplin PNS di Kantor Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka peneliti menarik
dua kesimpulan substansial sebagai jawaban atas rumusan
masalah penelitian ini:

1.

Implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
secara umum telah dijalankan dan diupayakan secara
maksimal oleh Camat selaku Pejabat yang Berwenang
Menghukum. Langkah penegakan dilakukan secara
berkesinambungan melalui tindakan preventif berupa
pengawasan melekat harian dan pembinaan aparatur lewat
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forum apel pagi rutin, serta melalui tindakan korektif berupa
penjatuhan sanksi administratif terukur (teguran lisan,
teguran tertulis, hingga penyesuaian nilai tunjangan kinerja
harian) bagi oknum pegawai yang melanggar ketentuan jam
kerja. Meskipun demikian, efektivitas pencapaian
implementasi regulasi ini di lapangan belum berjalan secara
sempurna atau mutlak karena masih dihadapkan pada
fluktuasi kedisiplinan individu oknum aparatur sipil negara
yang bersumber dari kurangnya kesadaran moral intrinsik,
serta adanya kendala eksternal teknis-operasional seperti
hambatan geografis jarak tempuh tempat tinggal pegawai.
Ditinjau dari perspektif Figh Siyasah, keseluruhan dimensi
pengimplementasian regulasi kedisiplinan aparatur negara di
Kantor Kecamatan Kalianda telah memenuhi asas
keselarasan dan kesesuaian dengan kaidah syariat Islam.
Melalui sudut pandang teori Siyasah Dusturiyyah (politik
perundang-undangan), pembentukan dan pemberlakuan PP
Nomor 94 Tahun 2021 diposisikan sebagai produk hukum
konstitusional penguasa yang sah, wajib ditaati, dan
bernilai syar'i karena memiliki orientasi substantif
demi menegakkan keteraturan birokrasi serta mewujudkan
kemaslahatan publik secara universal (maslahah ammah).
Sementara itu, berdasarkan tinjauan teori Siyasah
Tanfidziyyah  (politik  pelaksanaan- undang-undang),
ketegasan tindakan Camat Kalianda selaku pemegang
otoritas wilayah (ulil amri) dalam mengawasi dan
menghukum aparatur yang melanggar ketentuan merupakan
bentuk penuaian kewajiban kepemimpinan Islam untuk
menjaga keadilan dan amanah kekuasaan. Sebaliknya,
pematuhan jam kerja oleh para PNS merupakan kewajiban
teologis keagamaan sebagai konsekuensi atas akad jabatan
yang diemban, di mana tindakan korupsi waktu Kkerja
dipandang sebagai bentuk pelanggaran sifat amanah dan
bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat yang
dilarang keras dalam hukum Islam.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pengimpl ian kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta meninjau fenomena tersebut melalui perspektif Figh
Siyasah. Disiplin aparatur pemerintah merupakan pilar utama dalam menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) demi tercapainya kemaslah publik (maslahal
ammah). Mectode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan

studi lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat,
Sekretaris K serta staf pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda,

sedangkan data sckunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan

literatur figh siyasah. Hasil penelitian jukkan bahwa imple i Pasal 1 ayat (4) PP No. 94
Tahun 2021 tentang kesanggupan menaati kewajiban dan hindari 1 gan, ki ya terkait
pematuhan jam kerja, telah diupayakan secara maksimal oleh Camat selaku pimpinan institusi melalui
pengawasan melekat, penerapan sanksi administratif, dan pembinaan berkala. Namun, di lapangan
masih ditemukan hambatan berupa fluktuasi kedisiplinan oknum pegawai dan kendala teknis
operasional. Dalam perspektif Figh Siyasah, pengimpl ian regulasi kedisiplinan ini berkolerasi
erat dengan konsep Siyasah Dusturiyyah (politik perundang-undangan) dan Siyasah Tanfidziyyah

(politik pelaksanaan undang-undang), di mana penegakan amanah oleh ulil amri wajib ditaati oleh

demi kkan sistem administrasi negara yang bersih, bertanggung jawab, dan
berorientasi pada kemaslahatan umat.

Keywords: Figh Siyasah, Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Siyasah
Tanfidziyyah.

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of Civil Servant (PNS) discipline based on Article 1
Paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 at the Kalianda Sub-district Office,
South Lampung Regency, and to review this phenomenon through the perspective of Figh Sivasah. The
discipline of government apparatuses is a main pillar in organizing good governance to achieve
public benefit (maslahah ammah). The research method used is a descriptive qualitative method with
a field research approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Sub-
district Head (Camat), the Sub-district Secretary, and civil servant staff within the Kalianda Sub-
district Office, while secondary data were collected through document studies of statutory regulations
and figh siyasah literature. The results showed that the implementation of Article 1 Paragraph (4) of
Government Regulation No. 94 of 2021 concerning the willingness to obey obligations and avoid
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prohibitions, especially regarding compliance with working hours, has been maximally pursued by the
Camat as the institutional leader through close supervision, impl ion of administrative
sanctions, and periodic guidance. However, in the field, obstacles are still found in the form of

Sluctuations in the discipline of certain employees and technical operational obstacles. In the
perspective of Figh Sivasah, the implementation of this disciplinary regulation is closely correlated
with the concepts of Sivasah Dusturiyyah (constitutional politics) and Sivasah Tanfidziyyah (executive
politics), where the enforcement of mandate (amanah) by ulil amri must be obeyed by subordinates to

b, Lot

establish a clean, acc state ation system oriented towards the benefit of the

community.

Keywords: Figh Sivasah, Civil Servant Discipline, Government Regulation Number 94 of 2021,
Sivasah Tanfidziyyah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini secara luas disebut sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN) menempati posisi yang sangat strategis sebagai motor penggerak roda
pemerintahan di Indonesia. Keberadaan mereka menjadi tumpuan utama terlaksananya berbagai
program pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan hukum demi mencapai tujuan nasional
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Agar mampu menjalankan tugas-tugas dan fungsi tersebut secara optimal, setiap
Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki kompetensi profesionalitas yang tinggi serta
integritas moral yang kokoh. Salah satu indikator utama dari integritas moral dan profesionalitas

tersebut adalah kepatuhan terhadap nilai-nilai kedisiplinan kerja.

Disiplin bukan sekadar pemenuhan formalitas kehadiran di tempat kerja, melainkan
manifestasi dari kesadaran mendalam akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sipil sebagai
abdi negara dan pelayan masyarakat. Penegakan disiplin dalam suatu organisasi atau instansi
pemerintah merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Tanpa adanya dukungan berupa disiplin
pegawai yang konsisten dan berkesinambungan, maka akan sangat sulit bagi suatu instansi
pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, dan target kinerjanya. Kedisiplinan adalah kunci utama
yang mengikat seluruh elemen organisasi agar bergerak selaras, efektif, dan efisien dalam

mencapai tujuan pelayanan publik yang prima.

Pemerintah Indonesia secara formal terus melakukan pembaharuan regulasi demi
menguatkan sendi-sendi kedisiplinan aparatur negara. Salah satu instrumen hukum terbaru dan
komprehensif yang mengatur tentang hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini hadir menggantikan ketentuan

sebelumnya dengan membawa semangat penguatan pengawasan dan pengetatan sanksi bagi
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aparatur yang abai terhadap tanggung jawabnya. Pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 dinyatakan secara eksplisit bahwa: “Disiplin Pegawai Negeri Sipil
adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan
vang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini memberikan dasar
hukum yang tegas bahwa melanggar kewajiban atau melakukan larangan merupakan bentuk

pelanggaran hukum administrasi yang memiliki konsekuensi yuridis langsung.

Lebih khusus lagi, Peraturan Pemerintah ini memberikan perhatian besar pada aspek
pematuhan ketentuan jam kerja dan kehadiran di kantor. Hal ini diatur lebih rinci dalam Pasal 4
ayat (6) yang mewajibkan seluruh PNS untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang
berlaku. Aturan mengenai jam kerja ini krusial karena seringkali menjadi titik lemah dalam
birokrasi pemerintahan, di mana fenomena keterlambatan hadir, pulang mendahului waktu, atau
meninggalkan kantor tanpa izin pada jam kerja masih kerap ditemukan di berbagai daerah. Agar
aturan ini tidak sekadar menjadi macan kertas, PP No. 94 Tahun 2021 memberikan wewenang
dan kewajiban yang besar kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum (PBM) untuk

menjatuhkan sanksi disiplin secara berjenjang dan tegas.

Dalam konteks pemerintahan daerah tingkat kecamatan, Camat memegang peranan
krusial sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum di tingkat internal kantor kecamatan.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 94 Tahun 2021, Hukuman Disiplin adalah hukuman
yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar
peraturan Disiplin PNS. Camat selaku pimpinan tertinggi di wilayah kecamatan bertanggung
jawab langsung atas pengawasan, pembinaan, serta penjatuhan sanksi terhadap staf PNS yang
terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Keberhasilan implementasi regulasi disiplin ini sangat
bergantung pada komitmen, ketegasan, dan kebijaksanaan Camat dalam mengoperasionalkan
butir-butir pasal dalam PP No. 94 Tahun 2021.

Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai pusat pelayanan
administratif tingkat kecamatan menghadapi dinamika yang kompleks dalam penegakan disiplin
aparatur sipilnya. Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Kalianda menjadi barometer
pelayanan publik bagi kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya. Namun, berdasarkan pengamatan
awal, implementasi kedisiplinan di Kantor Kecamatan Kalianda masih menghadapi berbagai
tantangan dan penghambat internal. Masih terdapat fluktuasi tingkat kepatuhan pegawai terhadap
jam kerja, yang secara langsung berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan kepada
masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana pengimplementasian Pasal
1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 dilakukan di kantor tersebut, serta apa saja upaya yuridis dan
manajerial yang ditempuh oleh Camat dalam mengatasi kendala-kendala ketidakdisiplinan

tersebut.
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Menariknya, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki
landasan nilai religius yang kuat, kajian terhadap hukum positif administrasi negara di Indonesia
sangat relevan jika dikorelasikan dengan hukum Islam, khususnya Figh Siyasah (Politik Hukum
Islam). Dalam perspektif hukum Islam, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan kerja bukan
sekadar kewajiban kontraktual-yuridis antara pegawai dan negara, melainkan merupakan
perwujudan dari konsep amanah dan tanggung jawab spiritual (akuntabilitas ketuhanan).
Kedudukan sebagai aparatur pemerintah merupakan amanah besar yang telah dipercayakan oleh
masyarakat dan negara, dan mengkhianati amanah tersebut dengan cara tidak disiplin atau

korupsi waktu adalah tindakan yang dilarang keras dalam Islam.

Figh Siyasah sebagai cabang ilmu hukum Islam yang berfokus pada pengaturan urusan
kemasyarakatan dan kenegaraan memberikan kerangka teoretis yang sangat kaya untuk
membedah bagaimana seorang pemimpin (ulil amri) mengatur bawahannya melalui regulasi
tertulis demi kemaslahatan bersama (maslahah mursalah). Berdasarkan latar belakang di atas,
penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai "Tinjauan Figh Siyasah Terhadap
Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung

Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah terhadap implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?
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C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan yang

spesifik, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengimplementasian Pasal 1 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi ditinjau dari perspektif Figh Siyasah mengenai
implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis yang

berarti bagi berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Kegunaan Secara Teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah
keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum
Islam khususnya Figh Siyasah (Siyasah Syar'iyyah). Penelitian ini memberikan kontribusi
konseptual mengenai integrasi nilai-nilai moralitas Islam ke dalam efektivitas penegakan

hukum positif kedisiplinan birokrasi di Indonesia.

[]

. Kegunaan Secara Praktis: Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi
dan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kecamatan Kalianda serta Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan dalam merumuskan kebijakan peningkatan disiplin aparatur
sipil negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti
selanjutnya yang tertarik mengkaji isu kedisiplinan pegawai negeri sipil dalam perspektif

hukum Islam.

I1. KAJIAN PUSTAKA DAN RELEVANSI PENELITIAN

Untuk memosisikan penelitan ini dalam peta keilmuan hukum Islam dan hukum positif,
penulis melakukan telaah terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi
tematik. Telaah ini penting dilakukan guna menghindari duplikasi penelitian serta mempertegas

orisinalitas dari skripsi ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Igbal Suprayogi (UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2020) dengan judul “Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Figh Siyasah”. Hasil penelitian terdahulu ini
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menyimpulkan bahwa ASN di Desa Doudo belum mengimplementasikan disiplin kerja secara
optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019, karena masih maraknya
pelanggaran jam kerja. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada
penggunaan perspektif Figh Siyasah dalam membedah kedisiplinan aparatur. Perbedaannya
terletak pada objek regulasi dan lokasi, di mana penulis berfokus pada PP No. 94 Tahun 2021 di

tingkat Kecamatan Kalianda.

Kedua, skripsi dari Nurfadhil Putra (UIN Raden Intan Lampung, 2017) yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan
ASN dipandang sebagai kewajiban taat kepada ulil amri, dan pentingnya peran pengawasan
melekat serta pemberian reward/punishment berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010. Persamaan
terletak pada tema penegakan disiplin pegawai, sedangkan perbedaannya terletak pada lokus
penelitian (Dinas Pekerjaan Umum vs Kantor Kecamatan) serta landasan regulasi positif yang
digunakan (PP No. 53 Tahun 2010 vs PP No. 94 Tahun 2021).

Ketiga, penelitian oleh Lilis Supriantini (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)
dengan judul “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah Ma'rang Kecamatan
Ma'rang Kabupaten Pangkep”. Fokus penelitian tersebut adalah penegakan disiplin preventif
dan korektif berbasis PP No. 53 Tahun 2010 dengan pendekatan sosiologi administrasi negara.
Persamaannya adalah mengkaji kedisiplinan birokrasi, sedangkan perbedaannya terletak pada
tidak digunakannya perspektif hukum Islam (Figh Siyasah) dalam skripsi tersebut, sementara

penulis menjadikannya sebagai pisau analisis utama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Efri Rahmawati (UIN Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru, 2021) dengan judul “Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Camat Tualang Kabupaten Siak”. Penelitian kualitatif ini menggarisbawahi permasalahan
keterlambatan pegawai dan tindakan pulang mendahului jam kerja di kantor kecamatan.
Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan karakteristik lokus kerja yaitu
kantor kecamatan. Adapun perbedaannya, penelitian Efri murni menggunakan pendekatan ilmu
administrasi publik, sedangkan penelitian penulis mengintegrasikannya dengan pendekatan

yuridis-normatif hukum Islam.

Kelima, penelitian Eka Saputra (UIN Raden Intan Lampung, 2022) yang berjudul “Peran
Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Figh Sivasah (Studi Pada BKPSDM Kabupaten
Pringsewu)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala daerah telah melakukan pembinaan

optimal namun kendala kesadaran individu pegawai tetap menjadi penghambat primer.
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Persamaan terletak pada penggunaan teori Figh Siyasah, sedangkan perbedaannya terletak pada
fokus subjek kepemimpinan (Kepala Daecrah/BKPSDM vs Camat) dan aturan yang dikaji (PP
No. 53/2010 vs PP No. 94/2021).

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan diarahkan untuk mengumpulkan data
empiris secara langsung dari objek penelitian yang hidup dalam kancah kehidupan sosial
kemasyarakatan yang sebenarnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana penulis
berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,
serta hubungan antarfenomena terkait implementasi kedisiplinan pegawai di Kantor Kecamatan
Kalianda, kemudian menganalisis fakta tersebut dengan teori-teori hukum positif dan Figh

Siyasah.

B. Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua sumber utama:

1. Data Primer: Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan
melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview). Responden utama dalam penelitian
ini adalah aparatur sipil yang memiliki otoritas dan keterkaitan langsung dengan objek
formal, yaitu Camat Kalianda selaku pimpinan institusi dan Pejabat yang Berwenang
Menghukum, Sekretaris Kecamatan, serta staf PNS di lingkungan Kantor Kecamatan
Kalianda yang berjumlah 10 orang pegawai.

2. Data Sekunder: Yaitu data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (/ibrary
research). Data sekunder mencakup teks resmi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,
buku-buku teks ilmiah mengenai administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia,
jurnal-jurnal ilmiah hukum, skripsi ilmiah, serta kitab-kitab maupun literatur otoritatif

mengenai Figh Siyasah (Siyasah Syar'iyyah).
C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui dua teknik utama:

1. Wawancara (Interview): Penulis melakukan tanya jawab secara langsung, terstruktur, dan

mendalam dengan para informan yang telah ditentukan menggunakan panduan wawancara.
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Wawancara difokuskan untuk menggali data mengenai pemahaman pegawai terhadap PP No.
94 Tahun 2021, mekanisme pengawasan jam kerja, ragam pelanggaran yang terjadi, serta

bentuk penjatuhan sanksi oleh Camat.

2. Dokumentasi: Penulis mengumpulkan dokumen resmi yang relevan di Kantor Kecamatan
Kalianda, seperti data rekapitulasi absensi bulanan pegawai, surat keputusan pembinaan,
struktur organisasi, serta foto-foto dokumentasi yang merekam aktivitas pelayanan publik dan

penegakan disiplin di kantor tersebut.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini bersifat terbatas (finite population), yaitu seluruh Pegawai
Negeri Sipil yang bertugas secara resmi di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan yang berjumlah 10 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil dan terjangkau,
maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian populasi (studi sensus), di mana seluruh
anggota populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik penentuan sampel yang digunakan
adalah purposive sampling, di mana seluruh 10 aparatur sipil termasuk Camat dan jajaran kepala
seksi diposisikan sebagai informan kunci karena kapasitas mereka yang representatif untuk

memberikan data valid mengenai kedisiplinan instansi.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data kualitatif yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah melalui tiga tahapan analisis

data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (Editing) & Klasifikasi (Classifying): Penulis menelaah kembali
seluruh catatan lapangan, transkrip hasil wawancara, dan dokumen pendukung untuk
memastikan kelengkapan dan kejelasan makna. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan
(diklasifikasikan) ke dalam tema-tema tertentu sesuai dengan rumusan masalah, yakni tema

implementasi PP No. 94 Tahun 2021 dan tema perspektif Figh Siyasah.

[S]

. Sistematika Data (Systematizing): Penulis menyusun data yang telah diklasifikasikan ke
dalam struktur naratif yang logis dan koheren sesuai dengan kerangka berpikir teoritis yang

telah dibangun.

w

. Analisis dan Penarikan Kesimpulan: Data yang telah tersistematisasi dianalisis secara
kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menganalisis fenomena empiris umum
penegakan disiplin di Kantor Kecamatan Kalianda, kemudian ditarik kesimpulan khusus
berdasarkan pisau analisis norma hukum positif PP No. 94 Tahun 2021 dan dalil-dalil syariat

dalam Figh Siyasah.
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IV.KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Hukum Positif

Dalam khazanah hukum administrasi negara di Indonesia, disiplin pegawai diatur sebagai
pilar penegak integritas birokrasi. Secara konseptual, disiplin kerja PNS merujuk pada kepatuhan
yang bersifat mengikat terhadap kode etik, hak, kewajiban, serta larangan yang ditetapkan oleh
otoritas negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ruang lingkup disiplin
ditekankan pada kesanggupan moral dan yuridis pegawai untuk tunduk pada tata tertib nasional.
Disiplin PNS mencakup dimensi yang luas, mulai dari disiplin kehadiran (pematuhan jam masuk
dan pulang kerja), disiplin kinerja (penyelesaian tugas pokok dan fungsi), hingga disiplin

perilaku (menjaga wibawa korps di dalam maupun di luar kedinasan).

Instrumen penegakan disiplin dalam PP No. 94 Tahun 2021 dibagi menjadi dua
pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan korektif. Pendekatan preventif
diwujudkan dalam bentuk pembinaan mental, apel pagi, pengawasan melekat oleh atasan
langsung, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Sementara itu, pendekatan korektif
diwujudkan dalam bentuk penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada pegawai yang
terbukti melanggar ketentuan. Jenis hukuman disiplin dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu
hukuman disiplin ringan (berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara
tertulis), hukuman disiplin sedang, hingga hukuman disiplin berat yang dapat berujung pada

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

B. Konsep Figh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Secara etimologis, Figh Siyasah terbentuk dari dua kata, yaitu figh yang berarti
pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariat, dan sivasah yang berakar dari kata sasa-
vasusu-siyasatan yang berarti mengemudikan, mengendalikan, memimpin, atau mengatur
urusan. Secara terminologis, Figh Siyasah didefinisikan oleh para ulama klasik maupun
kontemporer sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara pengurusan, pengaturan, dan
pengambilan kebijakan mengenai urusan umat dan bernegara yang selaras dengan prinsip-prinsip
syariat Islam, demi mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia serta menghindarkan

kemudaratan (jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid).

Ulama terkemuka di Indonesia, Prof. KH. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, memformulasikan
ruang lingkup Figh Siyasah ke dalam delapan bidang kajian utama yang mencakup seluruh
dimensi tata kelola negara modern, yaitu: (1) Sivasah Dustiriyyah Syar'iyyah (Politik Pembuatan
Perundang-undangan/Konstitusi), (2) Sivasah Tasyri'iyyah Syar'ivyah (Politik Hukum), (3)
Sivasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Politik Peradilan), (4) Sivasah Maliyyah Syar'iyyah (Politik
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Ekonomi dan Moneter), (5) Sivasah Idariyyah Syar'iyyah (Politik Administrasi Negara), (6)
Siyasah Dauliyyah / Kharijivyah Syar'iyyah (Hubungan Politik Internasional), (7) Sivasah
Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan/Eksekutif), dan (8) Siyasah
Harbiyyah Syar'iyyah (Politik Peperangan/Pertahanan).

Dalam konteks penelitian mengenai penegakan disiplin birokrasi ini, fokus analisis
dibatasi dan ditajamkan dengan menggunakan dua pisau analisis teoretis yang paling relevan,

yaitu:

1. Siyasah Dustiiriyyah Syar'iyyah: Bidang ini mengkaji tentang hubungan antara pemimpin
(ulil amri) dan rakyat, serta mekanisme pembuatan konstitusi dan peraturan perundang-
undangan dalam negara. Regulasi yang dibuat oleh ulil amri (seperti PP No. 94 Tahun 2021)
dipandang sebagai wujud ijtihad politik yang sah sepanjang aturan tersebut dilahirkan untuk
menata keteraturan sosial dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil kully (prinsip universal)

syariat Islam.

(]

. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah: Bidang ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan
undang-undang atau kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Otoritas eksekutif
memiliki kewenangan konstitusional untuk menjabarkan, mengoperasionalkan, dan
menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Kebijakan operasional
yang diambil oleh pejabat publik (dalam hal ini Camat selaku perpanjangan tangan eksekutif

di daerah) wajib dilandaskan pada asas kemaslahatan publik dan penegakan nilai amanah.

V.ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 1 Ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kalianda

Penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah berjalan secara formal dan prosedural.
Camat selaku pimpinan tertinggi institusi memiliki komitmen yang kuat untuk menerjemahkan
substansi pasal tersebut ke dalam ritme kerja harian pegawai. Indikator utama kesanggupan
pegawai dalam menaati kewajiban diukur dari tingkat kehadiran fisik serta kepatuhan terhadap

regulasi jam kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Camat Kalianda, diungkapkan bahwa
mekanisme pengawasan kedisiplinan pegawai dilakukan secara berjenjang dan melekat. Sistem
absensi elektronik berbasis digital (fingerprint) dikombinasikan dengan pengawasan langsung

(observasi perilaku) oleh masing-masing Kepala Seksi (Kasi) selaku atasan langsung staf.
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Penggunaan absensi digital ini dinilai cukup efektif untuk menekan tingkat manipulasi kehadiran
yang dahulu sering terjadi pada era absensi manual. Pegawai diwajibkan untuk melakukan
pemindaian kehadiran pada saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja, yang datanya terekam

secara otomatis dan terintegrasi ke dalam sistem kepegawaian daerah.

Meskipun sistem digital telah diterapkan, implementasi di lapangan tidak luput dari
kendala operasional. Dari hasil wawancara dengan beberapa staf PNS, diakui bahwa masih
terdapat fluktuasi tingkat kedisiplinan. Fenomena keterlambatan hadir dengan alasan jarak
tempuh rumah yang jauh, kendala lalu lintas, atau urusan keluarga yang mendesak masih
sesekali terjadi. Selain itu, terdapat permasalahan klasikal di mana sebagian pegawai hadir tepat
waktu untuk melakukan absensi pagi, namun meninggalkan ruangan kerja pada jam-jam efektif
untuk keperluan pribadi tanpa mengantongi izin tertulis dari pimpinan, dan kembali lagi

menjelang jam pulang kantor untuk melakukan absensi kepulangan.

Menyikapi celah pelanggaran tersebut, Camat Kalianda menerapkan pendekatan korektif
sesuai dengan koridor hukum yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021. Sanksi administratif
tingkat ringan telah dijatuhkan kepada oknum pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran
akumulatif jam kerja. Penjatuhan sanksi dimulai dari teguran lisan secara personal, yang
dilanjutkan dengan teguran tertulis apabila pelanggaran serupa diulangi. Upaya preventif juga
intensif dilakukan melalui pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin sebagai wadah internalisasi
nilai-nilai integritas, serta pelaksanaan rapat koordinasi mingguan guna mengevaluasi capaian
kinerja staf sekaligus menegaskan kembali konsekuensi hukum dari ketidakdisiplinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4).

B. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Implementasi Disiplin PNS di Kantor Kecamatan
Kalianda

Analisis berbasis Figh Siyasah memberikan sudut pandang normatif-spiritual yang
fundamental terhadap praktik penegakan disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kalianda. Dalam
kacamata Siyasah Dusturiyyah, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 oleh
Presiden Indonesia diposisikan sebagai ijtihad legislatif yang sepenuhnya absah dan mengikat.
Islam memberikan otoritas penuh kepada penguasa (u/il amri) untuk merumuskan regulasi takzir
dan administratif (a/-ahkam al-sulthaniyyah) yang bertujuan menciptakan kemaslahatan publik
(maslahah mursalah). Kewajiban PNS untuk mematuhi regulasi jam kerja merupakan bagian
dari ketaatan kepada ulil amri yang bersifat wajib selama aturan tersebut tidak memerintahkan

kepada kemaksiatan.
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Lebih lanjut, jika dibedah menggunakan pisau analisis Siyasah Tanfidziyyah (politik
pelaksanaan undang-undang), posisi Camat Kalianda adalah sebagai wakil atau perpanjangan
tangan dari ulil amri di tingkat lokal yang memegang kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-
tanfidziyah). Dalam mengimplementasikan Pasal 1 ayat (4), tindakan Camat yang mengawasi
kehadiran pegawai, menerapkan sistem absensi digital, serta menjatuhkan sanksi lisan dan
tertulis merupakan bentuk pengejawantahan dari tugas kepemimpinan Islam untuk menegakkan
keadilan dan ketertiban administrasi (sivasah al-idariyyah). Pemimpin dalam Islam bertanggung
jawab memastikan bahwa hak-hak publik terpenuhi; jika pegawai tidak disiplin, maka
masyarakat dirugikan karena pelayanan publik menjadi lambat, yang berarti kepemimpinan

gagal mewujudkan maslahah.

Dalam Islam, status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji dari kas negara
(APBD/APBN) diikat oleh akad ijarah (kontrak kerja kerja) dan dibebani sifat amanah.
Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, seperti korupsi waktu (datang terlambat atau pulang
lebih awal tanpa uzur syar'i), secara teologis dikategorikan sebagai tindakan khianat terhadap
amanah yang diberikan oleh negara dan rakyat. Perbuatan ini melanggar perintah Allah SWT
dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang melarang keras mengkhianati amanah. Oleh karena itu,
langkah-langkah pembinaan dan penjatuhan sanksi disiplin yang ditempuh oleh Camat Kalianda
tidak hanya bernilai penegakan hukum positif, melainkan juga bernilai ibadah syariat karena
berfungsi sebagai instrumen hisbah (pengawasan moral) untuk mengembalikan pegawai pada

koridor kejujuran, integritas, dan profesionalisme Islam yang hakiki.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan temuan empiris di lapangan, maka penelitian

ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan telah
berjalan dengan cukup baik secara formal-prosedural. Camat selaku pimpinan institusi telah
mengoptimalkan instrumen pengawasan berbasis absensi elektronik digital (fingerprint) dan
melakukan penjatuhan sanksi disiplin tingkat ringan (teguran lisan dan tertulis) terhadap
pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Walakin, efektivitasnya masih terhambat oleh
fluktuasi komitmen individu oknum pegawai yang melakukan tindakan korupsi waktu di jam-

jam kerja efektif.
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Dalam perspektif Figh Siyasah, implementasi regulasi disiplin tersebut selaras dengan
prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah dan Siyasah Tanfidziyyah. Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 dipandang sebagai bentuk kebijakan penguasa (sivasah syar'iyyah) yang wajib
ditaati demi mewujudkan kemaslahatan publik (maslahah ammah). Peran Camat dalam
menegakkan aturan tersebut merupakan cerminan dari pelaksanaan kewenangan ulil amri
dalam menjaga amanah dan keadilan administrasi, sementara ketidakdisiplinan pegawai
dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap akad kontrak kerja (ijarah) dan nilai amanah

spiritual Islam.

Rekomendasi

Guna mengoptimalkan penegakan disiplin pegawai di masa mendatang, penulis

merumuskan beberapa rekomendasi strategis:

1.

i

Kepada Camat Kecamatan Kalianda disarankan untuk meningkatkan sistem pengawasan dari
yang semula hanya fokus pada absensi kehadiran fisik (fingerprint pagi dan sore) menjadi
pengawasan berbasis capaian kinerja harian (output-based monitoring). Perlu diterapkan
formulir logbook aktivitas harian digital agar pegawai tidak memiliki kesempatan untuk

meninggalkan kantor tanpa izin pada jam kerja efektif.

Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) disarankan untuk memberikan dukungan
penguatan kapasitas berkala bagi aparatur di tingkat kecamatan, baik berupa pelatihan
manajemen modern maupun pembinaan kerohanian berbasis spiritualitas kerja (spiritual
workplace) untuk menanamkan pemahaman mendalam bahwa disiplin kerja adalah bagian
dari amanah ibadah kepada Allah SWT.
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